Lampiran - lampiran
Instrumen Pertanyaan Penelitian

1. Apakah penanganan perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama
ditinjau dari hukum formil, materiil dan doktrin/yurisprudensi yang ada sudah
tepat?

Ya

Tidak

Perlu regulasi khusus
Yang lain:

rong it

2. Bagaimana prosedur acara pembuktian alasan perceraian dimana “Salah satu
pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan
terhadap pihak yang lain™?

Harus dengan putusan pidana

Harus ada visum

Sebagaimana pembuktian perdata biasa (tertulis, saksi, persangkaan hakim)

Perlu regulasi khusus
Yang lain:

rong it

3. Sejauh mana ruang lingkup perceraian dengan alasan KDRT dapat
diterapkan?

huruf "d" saja (fisik)

pasal lainnya selama ada kekerasan fisik, psikis, verbal, penelantaran, dll

Perlu regulasi khusus
Yang lain:

reng lein:_

4. Apakah menurut saudara penanganan perceraian dengan alasan KDRT di
Pengadilan Agama yang ada saat ini telah memberikan perlindungan hukum
bagi korban KDRT dalam perkara perceraian dengan alasan KDRT ?

Hanya memutus cerai, tidak boleh lebih dari yang dipinta

Belum mengakomodir perlindungan hukum karena diluar kewenangan PA

Perlu regulasi khusus
Yang lain:

rong it

5. Apakah menurut Saudara ada tidaknya KDRT dalam alasan perceraian dapat
berpengaruh terhadap signifikansi pembebanan nafkah pasca perceraian?
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Ya
Tidak
Perlu regulasi khusus

6. Setujukah saudara jika pembebanan nafkah disesuaikan dengan kondisi
perceraian (Misalnya semakin besar kerugian yang diderita oleh Penggugat,
semakin besar dibebankan nafkah kepada Tergugat) sebagai efek jera dan ganti
rugi dalam perceraian dengan alasan KDRT?

Setuju

Tidak
Perlu regulasi khusus

7. Apakah menurut saudara Peradilan Agama mempunyai peran strategis dalam
penanganan perceraian dengan alasan KDRT sebagai upaya Penghapusan KDRT
di Indonesia?

Ya

Tidak
Perlu regulasi khusus

8. Bagaimana menurut saudara langkah strategis Peradilan Agama dalam
penanganan perceraian dengan alasan KDRT sebagai upaya Penghapusan KDRT
di Indonesia?

Jawaban Anda

=

=
< | i

9. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/Ag/2014 disebutkan bahwa
pembebanan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah harus signifikan,
hal tersebut dimaksudkan agar ada efek jera terhadap laki-laki yang suka
menyakiti istrinya dan menikah lagi tanpa seizin istrinya. Setujukah saudara
jika pendapat tersebut dijadikan yurisprudensi dalam penanganan perceraian
dengan alasan KDRT? (Jika setuju atau tidak setuju mohon berikan alasannya)

—

Jawaban Anda
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Lampiran Foto saat melakukan Interview dengan Hakim Pengadilan Agama
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